SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun
2024 memerlukan biaya yang cukup besar dan tidak
cukup hanya dianggarkan dalam satu tahun anggaran,
sehingga Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu
menyisihkan dana dari beberapa tahun anggaran melalui
pembentukan Dana Cadangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan
Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan
dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai guna
membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi
dalam satu tahun anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 656), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 902);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
66);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1
Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2019, Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024.



BAB I
KETENTAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kotawaringin Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 adalah
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten
Kotawaringin Barat berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin
Barat secara langsung yang dilaksanakan pada Tahun
2024.

Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kotawaringin Barat Tahun 2024 yang selanjutnya disebut
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan dari
beberapa tahun anggaran untuk membiayai
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Tahun anggaran berkenaan adalah tahun anggaran pada
saat diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat,
yaitu Tahun Anggaran 2024.



11.

12.

13.

14.

(1)

(2)

(3)

(2)

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai BUD.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pembentukan Dana Cadangan adalah untuk
membiayai program dan kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2024.

Dana Cadangan dapat dipergunakan setelah tercapai
jumlah besaran Dana Cadangan yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah ini.

Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah untuk
menyediakan dana penyelenggaraan Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2024.

BAB III
BESARAN DAN RINCIAN DANA CADANGAN
Pasal 3

Besaran Dana Cadangan untuk penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 ditetapkan
sebesar Rp 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah).
Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1)
disisihkan secara bertahap dari Tahun Anggaran 2022
sampai dengan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan
untuk setiap tahun anggaran yang berkenaan sebagai
berikut:
a. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 5.000.000.000,-
(lima milyar rupiahj;
b. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 25.000.000.000,-
(dua puluh lima milyar rupiah).



BAB IV
SUMBER DANA
Pasal 4

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan
APBD, dikecualikan dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman
Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi
untuk pengeluaran tertentu.

BAB V
BENTUK DANA CADANGAN
Pasal 5

(1) Dana Cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri
didalam RKUD.

(2) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai
peruntukannya, maka Dana Cadangan tersebut dapat
ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap
dengan resiko rendah.

Pasal 6

(1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana
Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai
dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang pembentukan Dana Cadangan.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipindahbukukan dari RKUD ke rekening Dana Cadangan.

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan surat perintah Kuasa Bendahara Umum
Daerah atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah.

BAB VI
PENGGUNAAN DANA CADANGAN
Pasal 7

(1) Dana Cadangan dipergunakan sesuai dengan tujuan
pembentukan dana cadangan, yaitu untuk membiayai
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024.

(2) Dalam hal Dana Cadangan ditempatkan dalam portofolio
yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah, maka
untuk penggunaannya dipindahbukukan kedalam RKUD di
tahun anggaran berkenaan yang dialokasikan untuk
membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2024.



(1)

BAB VII

PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG DIBIAYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 8

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat dibiayai
dari Dana Cadangan adalah Program, kegiatan dan sub
kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024.

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait
berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diantaranya :

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan
Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan
Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, kegiatan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, sub
kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan  Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;

2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan
Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan
Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, kegiatan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, sub
kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah; dan



3)

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan
Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan
Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, kegiatan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, sub
kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah.

b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1)

2)

3)

4)

S)

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban

Umum, kegiatan Penanganan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan, dan Pengawalan,;

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban

Umum, kegiatan Penanganan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa
dan Kerusuhan Massa;

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban

Umum, kegiatan Penanganan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Tingkat Kabupaten /Kota,;

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban

Umum, kegiatan Penanganan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam
rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
Programm Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban

Umum, kegiatan Penanganan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan

Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam
Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban Umum.



BAB VIII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang
dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan
penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 11

Kekurangan biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2024 dianggarkan pada APBD di tahun
anggaran berkenaan.

Dalam hal Dana Cadangan tidak dapat dipergunakan untuk
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024
disebabkan adanya perubahan peraturan perundang-
undangan dan/atau perubahan sistem Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Dana Cadangan
dipindahkan dan/atau dikembalikan ke dalam RKUD pada
Tahun Anggaran 2024.

Apabila Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 tidak
dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan disebabkan
adanya perubahan jadwal sesuai ketentuan perundang-
undangan, maka Dana Cadangan dipindahkan ke dalam
RKUD untuk dipergunakan sesuai peruntukkannya pada
tahun anggaran sesuai dengan tahun pelaksanaan
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
telah ditetapkan.

Sisa Dana Cadangan yang tidak terserap untuk membiayai
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024,
disetorkan kembali ke RKUD.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunda-
ngan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya didalam
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 21 Desember 2021
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TTD

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021
NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 12, 103/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010



I.

II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2024

UMUM

Bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024
diperlukan biaya yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan secara
sekaligus. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat berupaya untuk menggali dana dan mencari sumber
pembiayaan guna mendanai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, Nomor 1), Pemerintah Daerah
dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang
tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, yang pengaturannya
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Kotawaringin Barat Tahun 2024.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas



Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN
2021 NOMOR 126
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